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ABSTRACT 

 The optimization of Local Own-Source Revenue from Rural and Urban 
Land and Building Tax is influenced by the effectiveness of land and building tax 
management and the quality of tax subject and tax object data. In Bendungan 
Village, discrepancies between the Land and Building Tax Block Map and the Land 
Registration Map may cause tax data to be not fully aligned with factual conditions, 
particularly in terms of taxpayers, land parcel area, and the relationship between 
the Land Parcel Identification Number and the Tax Object Number. This study aims 
to analyze the effectiveness of land and building tax management in identifying tax 
potential, analyze the conformity of tax subjects and the accuracy of land parcel 
objects between the Land and Building Tax Block Map and the Land Registration 
Map, and describe the synchronization of land and tax data through the 
implementation of a Single Identity Number in Bendungan Village, Wates District, 
Kulon Progo Regency. 

This study employed a mixed-methods approach with a convergent design, 
in which quantitative and qualitative data were collected and processed within a 
relatively similar period. Quantitative data were obtained from the Land 
Registration Map, Land and Building Tax Block Map, Tax Assessment List, and 
NIB-NOP integration results in Bendungan Village. Qualitative data were obtained 
through interviews with the Regional Finance and Asset Agency of Kulon Progo 
Regency and the Land Office of Kulon Progo Regency, supported by field 
verification. The analytical techniques included qualitative descriptive analysis to 
explain land and building tax management, quantitative descriptive analysis to 
calculate the level of data conformity, spatial analysis through overlay and NIB-
NOP relationships, and an indicative simulation of potential tax revenue. 

The results show that land and building tax management in Bendungan 
Village has been administratively implemented, but it has not been fully optimal in 
identifying tax potential because data updating is still required. The realization of 
land and building tax revenue in Bendungan Village reached IDR 375.45 million 
out of the target of IDR 457.82 million, or 82.64%. In Block 11, out of 87 analyzed 
parcels, subject conformity was classified as conforming in 56 parcels or 64.37%, 
partially conforming in 4 parcels or 4.60%, non-conforming in 17 parcels or 
19.54%, and unidentified in 10 parcels or 11.49%. In terms of object accuracy, 73 
parcels or 83.91% had an ideal 1 NIB x 1 NOP relationship, while 14 parcels or 
16.09% had non-conforming relationships. The total area in the Land Registration 
Map was 154,041 m², while the area recorded in the tax data was 102,103 m², 
resulting in an administrative area difference of 51,938 m². The simulation of 
parcels whose Land Registration Map area was larger than the tax data area 
resulted in an indicative potential revenue of IDR 24,182,012. The synchronization 
of NIB, NOP, and NIK has the potential to improve the accuracy of the land and 
building tax database, reduce indications of Tax Gap, and support the optimization 
of land and building tax revenue. 
Keywords: Data Integration, Land Registration Map, Land and Building Tax, 
Single Identity Number.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tanpa 

imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dan 

dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta 

pembangunan, di mana besarnya PAD dalam struktur APBD mencerminkan 

tingkat kemandirian fiskal daerah dan kemampuan daerah dalam mengurangi 

ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Utomo, 1997). 

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa anggaran 

pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan merupakan bagian dari 

APBD, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor utama yang 

menentukan keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. 

Dalam rangka pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang 

peranan penting sebagai indikator kemandirian fiskal daerah (Saputra & 

Fernando, 2017). 

Salah satu komponen PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang 

sejak berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang 

(UU) Nomor 28 Tahun 2009 telah dilimpahkan pengelolaannya dari Direktorat 

Jenderal Pajak kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Sejak berlakunya 

peraturan tersebut, secara nasional penerimaan PBB menunjukkan data bahwa 

realisasi penerimaan PBB pada sebagian besar tahun mampu melampaui target 

yang ditetapkan. Pada tahun 2015 dan 2016, realisasi penerimaan PBB mencapai 

lebih dari 109% dari target. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020, dengan 

tingkat realisasi sebesar 155,8% dari target. Namun demikian, pada tahun 2019 

realisasi penerimaan PBB hanya mencapai 73% dari target yang ditetapkan. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun potensi PBB secara nasional 
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cukup besar, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan dan 

hambatan (Kemenkeu, 2025). 

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Nasional 

 
Sumber: Kemenkeu, diolah Peneliti 2025 

Pada tingkat daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi 

Yogyakarta penerimaan PBB menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan 

data penerimaan PBB Kabupaten Kulon Progo tahun 2020–2024, realisasi 

penerimaan PBB cenderung belum stabil dan pada beberapa tahun mengalami 

penurunan yang signifikan. Tahun 2020 menjadi satu-satunya tahun di mana 

realisasi penerimaan PBB mampu melampaui target, yaitu sebesar 107,81%. 

Sementara itu, pada tahun 2021 realisasi penerimaan hanya mencapai 57,5%, 

kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 97,28%, dan kembali menurun 

pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 59,64%dan 62,8%. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa potensi penerimaan PBB di Kabupaten Kulon Progo 

belum tergali secara optimal (BKAD, 2025). 

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Kulon Progo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Target PBB (Triliun) 26,6 17,7 17,3 17,4 28,9 13,4 14,8 20,9 26,8 28,9

Realisasi PBB (Rp Triliun) 29,2 19,4 16,7 19,4 21,1 20,9 19 23,4 33,5 32,5

Presentase (%) 109,8 109,7 96,5 111,4 73 155,8 128,3 112,3 124,9 112,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Prosentasee (%
)

Tr
ili

un
 R

up
ia

h



 

3  

 

Sumber: BKAD Kulon Progo, diolah Peneliti 2025 

Rendahnya realisasi penerimaan PBB daerah dibandingkan target tersebut 

menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan PBB.   Untuk itu, 

Optimalisasi PAD melalui PBB menjadi tantangan   strategis   bagi   setiap   

pemerintah   daerah. Akan tetapi dalam praktiknya masih dihadapkan pada 

berbagai kendala sistematik, seperti tata kelola yang belum terintegrasi, 

keterbatasan infrastruktur digital, perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis 

data, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas  (Palis, 2025).  

Belum optimalnya penerimaan PBB tersebut dapat disebabkan oleh 

adanya potensi kehilangan penerimaan pajak atau loss income yang bersumber 

dari ketidakmutakhiran basis data perpajakan daerah. Ketidakmutakhiran tersebut 

antara lain terlihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang belum diperbarui 

secara berkala sesuai perkembangan nilai tanah dan kondisi objek pajak, serta 

masih adanya objek pajak dan wajib pajak di lapangan yang belum tercatat atau 

belum sesuai dengan keadaan faktual. Suhattanto dkk. (2024) menjelaskan bahwa 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah daerah masih 

menghadapi hambatan akibat keterbatasan ketersediaan data terbaru, khususnya 

karena masih banyak objek pajak dan wajib pajak yang belum tercatat, nilai 

2020 2021 2022 2023 2024

Target PBB (Miliar) 27,01 50,62 50,43 48,17 40,7

Penerimaan PBB (Miliar) 29,12 29,12 49,06 28,73 25,57

Presentase (%) 107,8% 57,5% 97,3% 59,6% 62,8%
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bangunan baru belum diperbarui, serta nilai tanah jarang dimutakhirkan. Kondisi 

tersebut berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan bagi pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, integrasi data pajak dengan peta pendaftaran menjadi penting 

untuk membangun basis data berbasis bidang tanah yang lebih aktual, akurat, dan 

dapat digunakan sebagai dasar pemutakhiran data PBB, sehingga potensi pajak 

yang sebelumnya belum tergali dapat diidentifikasi dan dioptimalkan. 

Untuk menjawab problematika tersebut, Nota Kesepakatan antara 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang 

Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Data, Informasi 

dan Infrastruktur Geospasial untuk Pembangunan di Bidang Agraria/Pertanahan 

dan Tata Ruang Nomor: 119/13806/10/SKB-34.HP/XII/2023 dan Kesepakatan 

Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kulon Progo tentang Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah 

di Kabupaten Kulon Progo Nomor: 23/KB.KP/HKM/2024/1/SKB-

34.01.UP.04/I/2025 sangat relevan. Ini memberikan ruang bagi kolaborasi dalam 

optimalisasi pengelolaan data pertanahan dan perpajakan. 

Peta pendaftaran tanah dan peta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

merupakan dua jenis peta berbasis data spasial yang digunakan dalam pengelolaan 

administrasi pertanahan di Indonesia. Peta pendaftaran yang dikelola oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) berfungsi untuk menjamin kepastian hukum atas 

dasar kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, sedangkan peta Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) digunakan 

sebagai dasar pengenaan pajak atas objek tanah dan bangunan. 

Pembuatan peta pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) selama ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan administrasi 

pendaftaran tanah saja. Namun, sebenarnya data yang diperoleh dari peta 

pendaftaran tersebut juga memiliki potensi untuk digunakan dalam bidang lain, 

misalnya sebagai acuan dalam penentuan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

(Muhamad Irdian, 2021). Peta Pendaftaran tanah menjadi elemen dasar dalam 

sistem administrasi pertanahan, yang berperan penting dalam memberikan 
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kepastian hukum atas kepemilikan tanah, menunjang berbagai proses administrasi 

pertanahan, serta menjadi fondasi untuk integrasi data spasial lintas antar instansi 

yang mengelola urusan tanah maupun pajak (Martono dkk., 2022).  

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa data yang dipergunakan oleh 

Pemeritah Daerah dalam menetapkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

memiliki hubungan sangat erat dengan data yang terkandung dalam peta 

pendaftaran yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena kedua 

data ini berfokus pada objek yang sama, yakni tanah (Muhamad Irdian, 2021). 

Sejalan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah juga melaksanakan pendataan terhadap 

objek dan subjek pajak, khususnya pengukuran bidang objek pajak melalui kantor 

pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan pengukuran bidang objek pajak 

ini sangat penting karena bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat 

mengenai objek dan subjek pajak, terutama terkait luas bidang tanah serta lokasi 

tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak. 

Luas bidang tanah menjadi salah satu aspek penting yang menentukan 

besarnya nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan ukuran luas bidang 

tanah dapat berdampak langsung pada jumlah PBB yang harus dibayarkan oleh 

wajib pajak. Hal ini terlihat dari selisih perhitungan nilai PBB yang menggunakan 

data luas bidang tanah yang berbeda (Wawan, 2017). Perbedaan luas bidang tanah 

antara peta pendaftaran dengan peta PBB dapat menyebabkan penetapan nilai 

Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang tepat. Kondisi ini berpotensi 

mengakibatkan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta 

menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak (Ambarita 

dkk., 2016). Dalam rangka menjaga keteraturan administrasi pertanahan, 

khususnya dalam pengelolaan pajak daerah, data spasial beserta informasinya 

menjadi aspek utama yang harus diperhatikan sebelum melakukan evaluasi 

terhadap PBB. Data spasial dalam konteks ini mencakup bidang tanah beserta 

informasi terkait kepemilikan, luas, dan atribut lainnya terkait penggunaan tanah. 

Komponen-komponen tersebut menjadi faktor utama dalam pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan PerKalurahanan dan Perkotaan (PBB-P2), karena secara 



 

6  

langsung memengaruhi besarnya nilai pajak terutang yang ditetapkan untuk tiap 

objek pajak (Nugraha & Santosa, 2020). Oleh karena itu, diperlukan analisis lokal 

yang mendalam untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko tersebut (Santosa 

dkk., 2016). 

Diperlukan basis data yang akurat dalam rangka membangun Sistem 

Informasi Geospasial (SIG) untuk mengintegrasi data spasial dan tekstual dalam 

rangka menjaga keteraturan administrasi pertanahan. SIG merupakan teknologi 

berbasis komputer yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, 

menganalisis, serta menyajikan data yang memiliki koordinat geografis (Koko 

Mukti Wibowo, Indra Kanedi, 2021). Pada bidang pertanahan implementasi SIG 

umumnya diterapkan dalam software seperti ArcGIS, khusunya untuk membantu 

menganalisis pekerjaan terkait integrasi data peta. Akan tetapi tidak mudah dalam 

melakukan integrasi data spasial dan non spasial, dalam hal ini peta PBB dengan 

Peta Pendaftaran. Integrasi kedua peta tersebut yang ada melibatkan banyak 

sumber data dan penyedia data yang berbeda, sehingga proses ini menjadi sebuah 

upaya kolaboratif. Dalam integrasi tersebut, data yang berasal dari beragam pihak 

dan format harus disatukan agar dapat digunakan secara terpadu dan efisien, 

sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan komprehensif 

berbasis data geospasial (Aditya, 2014).  

Telah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait integrasi 

data pajak dan data pertanahan, masih terdapat kekurangan kajian yang secara 

khusus membahas proses integrasi antara peta pendaftaran dan peta PBB pada 

tingkat kalurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fransisca Christina (2023) dan Harist & Fahrudin (2025) 

membahas mengenai pengembangan sistem informasi integrasi data pertanahan 

dan perpajakan tanpa membahas pengaruh terhadap optimalisasi PAD. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Gipih Shivam Vivekananda (2025) membahas 

mengenai simulasi perbandingan antara penerimaan PBB-P2 sebelum dan 

sesudah dilaksanakannya integrasi di satu kalurahan tanpa mengembangkan 

permodelan sistem digitalisasi. Dengan demikian belum ditemukan penelitian 

yang membahas mengenai optimalisasi PAD berdasarkan hasil dari integrasi data 
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pajak dengan peta pendaftaran menggunakan mekanisme nomor identitas tunggal 

yang menghubungkan kedua data tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas penelitian mengenai proses integrasi data pajak 

dengan peta pendaftaran ditingkat kalurahan melalui penerapan Single Identity 

Number (SIN) maka penting untuk dilakukan. Selain untuk mengisi gap penelitian 

yang ada, juga untuk memberikan solusi atas permasalahan ketidaksesuaian data 

spasial. Hasil dari penelitian ini juga dapat diadopsi oleh Kantor Pertanahan dan 

Pemda setempat untuk memperbaiki akurasi luas bidang tanah dan meningkatkan 

keadilan dalam penetapan PBB. Untuk itu penelitian ini dituangkan dalam judul 

“Integrasi Data Pajak Dengan Peta Pendaftaran Dalam Rangka Optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Bumi Di Kalurahan Bendungan Kapanewon 

Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Penetapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tepat dan adil sangat 

tergantung pada data yang akurat mengenai objek pajak, seperti luas bidang tanah, letak, 

batas, bentuk dan keberadaan bangunan. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan 

ketidaksesuaian data spasial antara peta pendaftaran yang dikelola oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) dengan peta PBB yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD), khususnya pada tingkat kalurahan. Ketidaksesuaian ini berpotensi 

menyebabkan kehilangan pendapatan daerah dari pajak bumi. Oleh karena itu, diperlukan 

penelitian yang mendalam untuk mengkaji proses integrasi data pajak dengan peta 

pendaftaran tersebut di tingkat kalurahan, guna mendukung penetapan nilai PBB yang 

lebih akurat. 

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan 

yang diambil sebagai pembahasan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Apakah pengelolaan PBB yang berjalan saat ini sudah efektif dalam menggali 

potensi pajak yang sebenarnya di Kalurahan Bendungan? 

2. Bagaimana kesesuaian subjek dan akurasi objek bidang tanah pada Peta Blok 

PBB dengan Peta Pendaftaran di Kalurahan Bendungan? 

3. Bagaimana sinkronisasi data pertanahan dan pajak PBB melalui Single Identity 

Number untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan seperti berikut, yaitu: 

1. Mengetahui pengelolaan PBB yang berjalan saat ini dalam menggali potensi 

pajak yang sebenarnya di Kalurahan Bendungan. 

2. Mengetahui kesesuaian dan akurasi subjek dan objek bidang tanah pada Peta 

Blok PBB dengan Peta Pendaftaran di Kalurahan Bendungan. 

3. Menguraikan sinkronisasi data pertanahan dan pajak PBB melalui penerapan 

Single Identitiy Number untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini, yang dapat dikategorikan 

menjadi dua jenis, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini memberikan khasanah baru serta 

meningkatkan pemahaman mengenai integrasi bidang tanah diantara dua 

stakeholder, yaitu data pajak berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) dengan peta pendaftaran tanah berbasis bidang tanah berasal dari 

Kantor Pertanahan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan dasar 

pembuatan peta-peta tematik lainnya sesuai kebutuhan. 

2. Manfaat Praktis: Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat dari 

terjadinya pertukaran data pertanahan antar kedua instansi yaitu antara Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dengan Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kulon Progo. Terdapat tipologi data integrasi NIB-NOP 

pada satu kalurahan yang sama, sehingga meningkatkan pemahaman baik 

masyarakat maupun dinas pajak terkait agar melakukan updating data 

terhadap data pajak dan peta PBB dalam rangka menghindari potensi 

kerugian akibat kurang pungut pajak, serta memberikan kemudahan kepada 

masyarakat pemilik tanah dalam pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). 
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E. Batasan Penelitian 

Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti, penelitian ini 

menetapkan sejumlah batasan. Penetapan batasan tersebut dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup penelitian agar kajian yang dilakukan menjadi lebih 

terarah dan terfokuskan.  

1. Data perpajakan yang diintegrasikan dalam penelitian ini adalah data Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) berupa Peta PBB tahun 2025 dan Daftar 

Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), yaitu data yang dikelola oleh Badan 

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo 

2. Integrasi yang dilakukan menggunakan data bidang spasial tanah, tidak 

termasuk bangunan.  Hal itu dikarenakan pengambilan data bangunan harus 

dilakukan serta intensitas perubahan terhadap data bangunan sangat tinggi. 

3. Analisis penelitian memfokuskan pada potensi penerimaan PBB dari pajak 

bumi di satu blok, tanpa pajak bangunan sehingga potensial loss pajak yang 

dihitung juga hanya potensial loss dari pajak bumi di satu blok. 

4. Simulasi potensi penerimaan PBB dalam penelitian ini bersifat indikatif. Nilai 

simulasi tidak dimaksudkan sebagai ketetapan resmi SPPT, karena penetapan 

PBB tetap memerlukan validasi teknis oleh BKAD serta mempertimbangkan 

pembulatan dan kebijakan keringanan pajak yang berlaku. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai integrasi data pajak 

dengan Peta Pendaftaran dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari 

Pajak Bumi di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon 

Progo, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pengelolaan PBB di Kalurahan Bendungan telah berjalan secara 

administratif, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menggali potensi pajak 

yang sebenarnya. 

Pengelolaan PBB dilakukan melalui tahapan pendataan, pendaftaran, 

penetapan, penerbitan SPPT, pelayanan perubahan data, dan evaluasi 

penerimaan. BKAD Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai pengelola 

utama data PBB, Kantor Pertanahan berperan sebagai penyedia data spasial 

dan yuridis bidang tanah, sedangkan Pemerintah Kalurahan berperan 

membantu validasi data di lapangan. Target penerimaan PBB Kalurahan 

Bendungan sebesar Rp457,82 juta, sedangkan realisasinya sebesar Rp375,45 

juta atau 82,64%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB 

belum mencapai target. Salah satu penyebab yang dapat memengaruhi 

kondisi tersebut adalah belum optimalnya kualitas basis data PBB, khususnya 

pada aspek subjek, objek, luas, dan relasi NIB-NOP. Dengan demikian, 

penggalian potensi pajak tidak cukup dilakukan melalui penagihan, tetapi 

juga perlu dimulai dari perbaikan dan pemutakhiran basis data.  

2. Kesesuaian dan akurasi subjek dan objek bidang tanah antara Peta Blok PBB 

dengan Peta Pendaftaran di Kalurahan Bendungan belum sepenuhnya selaras. 

Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi lapang pada Blok 11, terdapat 

87 bidang yang dianalisis. Dari sisi subjek, sebanyak 56 bidang atau 64,37% 

termasuk kategori sesuai karena nama pemegang hak sama dengan nama 

wajib pajak. Sebanyak 4 bidang atau 4,60% termasuk kategori sebagian 

sesuai karena wajib pajak merupakan pihak yang menguasai atau 
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memanfaatkan tanah secara sah, terutama melalui hubungan sewa. Sebanyak 

17 bidang atau 19,54% termasuk kategori tidak sesuai karena terdapat 

peralihan di bawah tangan yang belum didaftarkan secara resmi. Sementara 

itu, 10 bidang atau 11,49% termasuk kategori tidak teridentifikasi karena 

bukan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Dari sisi objek, sebanyak 73 bidang 

atau 83,91% memiliki relasi ideal 1 NIB x 1 NOP, sedangkan 14 bidang atau 

16,09% memiliki relasi tidak sesuai. Dari sisi luas, total luas Peta Pendaftaran 

sebesar 154.041 m², sedangkan total luas PBB sebesar 102.103 m², sehingga 

terdapat selisih administratif sebesar 51.938 m². Namun, selisih tersebut tidak 

dapat langsung dimaknai sebagai potensi kurang pungut karena terdapat 13 

bidang atau 14,94% dengan luas PBB kosong atau 0 yang berdasarkan 

verifikasi lapang merupakan bidang yang bukan objek. 

3. Sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan melalui penerapan Single 

Identity Number dapat menjadi strategi untuk meningkatkan akurasi basis 

data PBB dan mendukung peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

Sinkronisasi dilakukan dengan menghubungkan NIB sebagai identitas 

bidang tanah, NOP sebagai identitas objek pajak, dan NIK sebagai identitas 

subjek pajak. Dalam penelitian ini, sinkronisasi utama dilakukan melalui 

relasi NIB-NOP. Hasil sinkronisasi menunjukkan bahwa sebagian besar 

bidang telah memiliki relasi sesuai, yaitu 73 bidang atau 83,91% dengan pola 

1 NIB x 1 NOP. Namun, masih terdapat 14 bidang atau 16,09% yang perlu 

divalidasi karena memiliki relasi selain 1 NIB x 1 NOP. Sinkronisasi data 

dapat membantu mengidentifikasi objek pajak yang belum sesuai, 

memperbaiki luas bumi, memperbarui subjek pajak, serta mengurangi potensi 

Tax Gap. Penerapan NIK sebagai bagian dari Single Identity Number dapat 

memperkuat identifikasi subjek pajak, tetapi perlu dilakukan secara bertahap 

dengan memperhatikan kelengkapan data, keamanan data, perlindungan data 

pribadi, dan kesiapan sistem antarinstansi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait 

serta dasar untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. BKAD perlu melakukan pemutakhiran data PBB secara berkala dengan 

memanfaatkan Peta Pendaftaran sebagai data pembanding. Pemutakhiran 

perlu difokuskan pada bidang yang memiliki perbedaan subjek, perbedaan 

luas, relasi NIB-NOP tidak sesuai, serta bidang yang telah terdaftar tetapi 

belum terhubung dengan NOP. BKAD juga perlu memperkuat sistem 

informasi PBB berbasis spasial agar proses identifikasi objek pajak, 

perubahan data, dan validasi lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat 

dan akurat. 

2. Kantor Pertanahan perlu terus meningkatkan kualitas data Peta 

Pendaftaran, terutama pada bidang yang belum lengkap atributnya, bidang 

hasil pemecahan atau penggabungan, serta bidang yang belum terdaftar. 

Data pertanahan yang akurat akan membantu pemerintah daerah dalam 

memperbaiki basis data PBB. Pertukaran data dengan BKAD perlu 

dilakukan secara berkala dan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan 

serta keamanan data. 

3. Pemerintah Kalurahan perlu berperan aktif dalam validasi lapangan, 

terutama untuk memastikan subjek yang menguasai atau memanfaatkan 

tanah, status penggunaan tanah, dan keberadaan objek pajak. Peran 

kalurahan penting karena perangkat kalurahan mengetahui kondisi faktual 

bidang tanah dan perubahan yang terjadi dimasyarakat. Pemerintah 

Kalurahan juga dapat membantu mendorong masyarakat agar melaporkan 

perubahan data tanah dan SPPT secara tepat waktu. 

4. Sinkronisasi data perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Tahap awal dapat difokuskan pada integrasi NIB dan NOP untuk 

memperbaiki data objek pajak. Tahap berikutnya dapat memperkuat data 

subjek melalui NIK, tetapi harus memperhatikan perlindungan data 

pribadi, pengaturan akses, dan keamanan pertukaran data antarinstansi. 
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Data NIK sebaiknya hanya digunakan untuk kepentingan administrasi 

yang sah dan tidak ditampilkan secara terbuka dalam dokumen publik. 

5. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan cakupan wilayah yang 

lebih luas, tidak hanya satu blok, agar hasil analisis lebih representatif 

terhadap kondisi Kalurahan Bendungan secara keseluruhan. Penelitian 

selanjutnya juga dapat menambahkan analisis bangunan dan tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Dengan cakupan tersebut, dampak integrasi data 

terhadap optimalisasi PAD dapat dihitung secara lebih komprehensif. 
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